
WALI OTA BAUBAU 

PROVINSI SULAWESI TENGCAR.A 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR : SI TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa daiam hal keadaan mendesak terkait pengelolaan 
keuangan daerah, Kepala Daerah mempunyai 
kewenangan mengambil tindakan tertentu yang 
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat 
sebagaimana diamanatkan daiam Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

b. bahwa dalam hal program dan kegiatan yang bersumber 
dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau 
mendesak lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah 
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, 
penganggaran program dan kegiatan dimaksud 
dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana 
diamanatkan dalam butir V.26 Lampiran Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kata tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Wali Kata Nomor 45 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kata Baubau Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Daerah Kata Bau-Bau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

l 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 43); 



Menetapkan 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

26. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 1  Tahun 2013 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran 
Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11) ;  

28. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 
Nomor 5). 

29. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2018 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALi KOTA BAUBAU NOMOR 45 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi 
anggaran akibat : 



a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak 

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD 

Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan butir V.23 Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang I 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer 

yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 

keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya diterima oleh 

Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang 

APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan 

dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD sesuai ketentuan butir V.26 Lampiran Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; 

c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a mencakup: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundangundangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau 

masyarakat. 

(3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam 
tahun anggaran berjalan dapat menggunakan: 

a. belanja tidak terduga. 

b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; 

dan/atau 

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia. 

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal IA, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 1 A 

Rp 75.716.998.748,00 
Rp 745.844.012.000,00 
Rp 91.747.876.619,00 
Rp 913.308.887.367,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai 

berikut: 

l.Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Rp 373.568.303.966,50 
Rp -,- 

Rp ," 

Rp 7.747.500.000,00 
Rp 3.080.000.000,00 
Rp 633. 793.825,00 
Rp. 5,965.000.000,00 
Rp. 390.994.597.791,50 

Rp 24.219.394.000,00 
Rp 312.482.94 7 .142,00 

RD 242.204.779.433,50 
Rp. 578.907 .120.575,50 

Rp 969.901.718.367,00 
Rp (56.592.831.000,00) 

Rp. 61.211.000.000,00 
Rp. 4.618.169.000,00 
Rp 56.592.831.000,00 

3.Pembiayaan 
a.Penerimaan 
b. Pengeluaran : 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:Rp 0,00 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

2.Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bantuan Keuangan 
7) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

3. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan Wali Kota ini. 

4. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan Wali Kota ini. 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 28 November 2019 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 20 vvewge 2019 

RON MUHTAR 
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PARAF KOORDINAS! " 

NO. INSTANS/UNIT KERJA PARAF ' 

1. 

SEKRETARIS ·AEt1KU 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR .36 
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